BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menjelaskan penelitian ini, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
Pasal 2 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran
Minuman Beralkohol di Desa Muara Maras belum
berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber
daya, lemahnya penegakan sanksi, serta kurangnya
sosialisasi peraturan kepada masyarakat menjadi kendala
utama dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Pengawasan dan Pengendalian Ditinjau dari perspektif
Siyasah Tanfizyah di Desa Muara Maras belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip - prinsip pemerintahan
yang bertanggung jawab dalam Islam. Dalam Siyasah
Tanfiziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk
menegakkan aturan demi kemaslahatan umat, menjaga

ketertiban, serta mencegah kemudaratan (mafsadat).
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Sehingga, diperlukan penguatan fungsi pengawasan,
ketegasan dalam penerapan sanksi, serta sinergi antara
pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat guna
mewujudkan tujuan kemaslahatan sebagaimana yang
ditekankan dalam konsep Siyasah Tanfiziyah.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar:

1. Pemerintah daerah, khususnya aparat yang berwenang
mengawasi Perda seperti Satpol PP, lebih giat dan
konsisten dalam melakukan pengawasan serta penindakan
terhadap penyebaran minuman beralkohol di wilayah
pedesaan. Keterlibatan langsung pemerintah daerah sangat
penting untuk memperkuat usaha yang sudah dilakukan
oleh pemerintah desa agar Perda dapat berjalan secara
efektif. Selain itu, pemerintah desa juga perlu
meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pembinaan kepada
masyarakat serta penjual, bukan hanya dalam bentuk

larangan, tetapi juga dengan pendekatan yang persuasif
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dan edukatif mengenai dampak hukum dan sosial dari
minuman beralkohol.

Kombinasi antara sanksi adat dan sanksi hukum formal
diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran.
Masyarakat Desa Muara Maras juga diharapkan terus
berperan aktif dalam mengawasi lingkungan, dengan
melaporkan setiap bentuk pelanggaran kepada pemerintah
desa atau pihak berwenang. Keterlibatan masyarakat
merupakan faktor penting dalam mencapai pengendalian
peredaran minuman beralkohol secara berkelanjutan.
Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah
desa, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018
Pasal 2 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran
minuman beralkohol dapat berjalan dengan baik. Hal ini
diharapkan dapat menciptakan ketertiban, keamanan, serta

suasana sosial yang nyaman di Desa Muara Maras.
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